
BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAEMH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2OLg

TENTANG

PERTANGGUNG.JAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH IGBUPATEN BULELENG

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32o ayat (1)undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ot4 tentang pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentangPertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan
Belanja daerah Kabupaten Buleleng rar,uiinggaran 2otg;

Mengingat : 1' undang-undang Nomor 69 Tahun lgsg tentang pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II daram witayah Daerah- DaerahTingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun rgsg Nomor122, Taxrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1655);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun tggg tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubrik IndonesiaTahun 1999 Nomor 7s, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3gSI);
undang-undang Nomor tz Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara n.prutit IndonesiaNomor a2$6l;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubrik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4355); \
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undang-undang Nomor 15 Tahun 2oa4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4aOO);

undang-undang Nomor 2s Tahun zao4 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2ao4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a42\;
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2oa4 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
4438);
undang-undang Nomor 28 Tahun 2oog tentang pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo9 Nomor 1Bo, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ot4
Nomor 244, Ta-tbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana terah diubah beberapa kari
terakhir dengan Undang-undang Nomor g Tahun 2o1s
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang 23 Tahun
2oL4 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20ls Nomor 5g, Lembaran Nela.a
Reoublik Indonesia Nomor 56791:
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan pengawasan Atas penyerenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2ool Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090):
Peraturan Pemerintah Nomor 2s rahun 200s tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSO2);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 200s tentang
Pinjaman Daerah (l"embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4SZa);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200s tentang Dana
Perimbangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor lgr, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor aSZS);
Peraturan Pemerintah Nomor s6 Tahun 200s tentang sistem
Informasi Keuangan Daerah (r,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor r3B, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor af,Z6);



15. Peraturan pemerintah Nomor sg rahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20os Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a17gl;

16. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 200s tentang
Pedoman Penyusunan dan penerapan standar perayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 4585):

17. Peraturan Pemerintah Nomor g rahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2s, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6t4);

18. Peraturan pemerintah Nomor Tr rahun 2oro standarAkuntansi pemerintahan (Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 2010 Nomor r2g, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2oL2 tentang Hibah
Daerah (l,embaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2012Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor S2T2l;

20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006Tentang pedornan pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 2L Tahun 2orl tentang perubahan
Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang pedoman pengeloraan Keuigan Daerah ( Berita

_ Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 310);2r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2olrtentang pemberian Hibah dan Bantuan sosiar yang bersumber
dari Anggaran pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana terahdiubah beberapa kari terakhir dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor r3 Tahun 2o|g t..rt"rrg perubahan Ketiga
Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 32 tahun 2orr tentang
Pemberian Hibah Dan Bantuan sosial yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2}lg Nomor a6S);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013Tentang Penerapan standar Akuntansi pemerintahan BerbasisAkrual pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor la2fl;

\



23. Peraturan Daerah"Kabupaten Burereng Nomor I tahun 2oo1tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2ooz Nomor 1)sebagaimana Telah Diubah Dengan peraturan Daerah Nomor 5Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2ooz Tentang pokok - pokok pengeloraan KeuanganDaerah (kmbaran Daerah Kabupaten Bulereng Tahun 2016Nomor S);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulereng Nomor 10 Tahun 2or7tentang Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah KabupatenBuleleng Tahun Anggaran 2018, seb"gi.i*r"na telah diubahdengan peraturan Daerah Kabupate' Brr.l.rrg Nomor 10Tahun 2oL8 tentang perubahan Atas peraturan DaerahKabupaten Burereng Nomor 10 Tahun 2o1z Tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulereng TahunAnggaran 2018 (r,embaran Daerah Kabupaten Bulereng Tahun2OI7 Nomor 1O):

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OEPNEH KABUPATEN BULELENG

dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

MCNETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGAMN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal 
1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
2' Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Bureleng.3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4' Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerahdalam r""g.k? penyerenggaraan pemerintahan daerah yangdapat dinilai dengan *rrg1.r*asuk didalamnya segara bentukkekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajibandaerah tersebut.
5' Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnyadisingkat A'BD adarah rencana keuangan tahunanpemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama olehpemerintah daerah dan D,RD, a!" 

-lit.tapkan 
denganperaturan daerah.



6' Pendapatan Daerah adarah hak pemerintah daerah yangdiakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.7. Belanja Daerah adarah kewajiban pemerintah daerah yangdiakui sebagai pengurangan kekay"u., u.."irr.---- 
ssvrsrr

8' Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun_tahun anggaran berikutnya, yant dalam penganggaranpemerintah terutama dimaksudi"rr- untuk menutup defisitatau memanfaatkan surplus anggaran.9' Laporan Keuangan adalah t.po."r, yang terstruktur mengenaiposisi keuangan dan transaksi-transakli yang dilakukan olehsuatu entitas pelaporan.
10' Laporan Realisasi anggarS adalah laporan yang menyajikanikhtisar sumber, alokasi. dan p.rrg!-,r.r."., sumber dayaekonomi yang dikelora oreh pem.ii",ii--pusat/daerah daramsatu periode pelaporan.
11' Laporan perubahan saldo Anggaran Irbih adaiah laporanyang menyajikan secara komparatif dengan periodesebelumnya pos_pos berikut ud;; 

"rrgg"r.., lebih awal,penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurangpembiayaan anggar€rn tahun berjalan, koreksi kesalahan

fl.rf]ffn tahun sebelumnya dan tain_lain, satdo 
"rggu..,72' Neraca adalah posisi keuangan suatu entitas pelaporanmengenai aset, kewajiban, dan.krit", pada tanggar tertentu.13' Laporan operasional adarah raporan v".rg menyajikan pos_pospendapatan Lo dari kegiatan operasional, b.#"-;;;',.I*,",",operasional, surprus/defisit darl kegiatan'non operasionar (biraada)' pos ruar biasa (bila ada), dan J.r.pt.r*/ae'sit Lo,14' Laporan Arus Kas adalah bagian d.ri r"poran finansiar yangmenyajikan. informasi penerimaan dan pengeruaran kasselama periode. tertentu yang diklasifikasikan berdasarkanaktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.15' Laporan perubahan Ekuiias adalah tap*"., yang menyajikansekurang-layansnya pos-pos ekuitas a*al, surprus/defisit Lopada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsungmenambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.16' catatan Atas Laporan Keuangan adarah suatu informasi yangdisajikan secara sistematis

dan memudahkan o.;**,ff.0liff.-*ffi*irifff;
keuangan.

17' Arus Kas adalah arus masuk dan arus keruar kas dan setarakas pada Bendahara Umum Negara/Daerah.

\



18' Aset adarah sumber daya ekonomi yang dikuasai danl ataudimiliki oreh pemerintah sebagai akibai peristiwa masa rarudan darimana manfaat ekonomi dan/atlu. sosial di masadepan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintahmaupun masyarakat, serta dapat diukur dalam .u.ir"., uang,termasuk sumber daya nonkeuang"r, y*g diperlukan untukpenyedia*.i..-1 bagi masyarakat umum dln sumber-sumberdaya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.19' Kewajiban 
ldalah utang yang timbul iari peristiwa masa raluyang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keruar sumberdaya ekonomi pemerintah.

20' Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan

;tj:}L-'tara 
aset clan kewajiban p.*.ri.,tah pada tanggal

21' silpa adarah serisih rebih rearisasi penerimaan danpengeluar€ur anggaran selama satu periode pelaporan.

pE RrAN G o, *orf,foX'i N pE LA K sA NAA N

"' I:1ffiHT#A o.,lll1"?." A,BD berupa raporan

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan perubahan Saldo Anggaran
c. Neraca;

d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan perubahan Ekuitas;
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Lebih;

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilampiri dengan ikhtisai laporan keuangan badan usahamilik daerah / perusahaan daerah.

pasal 3
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud daram pasal 2ayat (1) huruf a tahun anggaran 201g ..u.g.ii.rikut 

:
1. Pendapatan Daerah Rp. 2.A52.gg6.000.659,1 

12. Belanja Daerah dan Transfer

Surplus/(Defisit)



Rp. 93.843.0gO.827,54
Rn._--. 25.726.000.000.00Rp. og.t.tiffiz,s+

Pasal 4
Uraian laporan realisasi anggar€rn sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1) huruf a seUf,ai berikut :1' selisih anggaran crengan rearisasi pendapatan sejumlahRp'(I0a.s45.9sg. t2z,g2i d.engan rincian sebagai berikut :a. Anggaran pendapatan

3. Pembiayaarl Daerah
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Surplus/(Defisit)

setelah perubahan
b. Realisasi

Selisih lebih/ (kurans)

dan Transfer
b. Realisasi

Selisih lebih/ (kurang)

Pembiayaan setelah
perubahan

b. Realisasi
Selisih lebih/ (kurang)

a. Anggaran pengeluaran
Pembiayaan setelah
perubahan

b. Realisasi
Selisih lebih/ (kurang)

Rp.

Rp.
2.157 .381.958.782,03
2.052.836.000.659,1 

1

Rp. (104.545.958.122,9^

2' selisih anggar€m dengan realisasi beranja sejumlahRp.(160.964.185.2?0125) Jr'g* rincian sebagai berikut :a. Anggaran Belanja Daerah
Rp. 2.225.441.562.S39, i 9Rp. Z.OO+.+22.372.258,94
Rp. @

3' selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumrahRp.56.418.227.157,33 dengan rincian ..U"g.i berikut :a. Anggaran Surplus/defisit
setelah perubahan

b. Realisasi 
r L.uarlan Rp. (6g.059.6 O3.TsZ,l6)

Selisih lebih/ (kurang)

4' Selisih anggar€m dengan realisasi penerimaan pembiayaansejumlah Rp.(8.512.g2g,62) dengan rincian sebagai berikut :a. Anggaran penerimaan

Rp. 93.85 7.603.757,16
Ro. o". --.913.090.927,54Rp. @

5' selisih anggaran dengan rearisasi pengeruaran pembiayaansejumlah Rp.(66.00o.ooo,oo), dengan .inrian rebagai berikut :

Rp. 25.292.000.000,00
Rp. 25.22O.000.000,00-;-\@



6. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejurnlah
Rp.57.487.O7O,38 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan
Netto setelah perubahan Rp.

b. Realisasi Rp.
68.059.6 0g.757,t6
68.1 17.090.827 ,54

Selisih lebih/ (kurang) Rp. 57.487.A70,38

Pasal 5
Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun Zo|g
sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Irbih
Awal Rp. 93.85t.603.757,16

b. Penggunaan sisa
anggaran lebih Rp. (93.843.090.827,5a)

d. Koreksi Kesalahan
Pembukuan Tahun
Sebelumnya
Saldo Anggaran Lebih
Akhir

np. (Q .sr2.929 ,62)
Rp. 56.475.714.227,T1

Pasal 6
Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c per
31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp.

Rp.
c. Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Rp.

b. Jumlah Kewajiban
Rp.

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp.

9.512.929,62

56.494.227 .757 ,33

2.39t.575.544.908,24

12.501.315.690,13
2.379 .A7 4 .229 .218, 1 1

1.892.004 .736.967 ,30
1.803.054 .823.r77,28

Pasal 7
Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
huruf d per 31 Desember Tahun 201g sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO
b. Beban-LO
c. Surplus/Defisit dari

Rp.
Rp.

Kegiatan Non Operasional Rp. (2.035.g50.065,g3)
Rp. 86 .9 V ,A63 .7 24 , 19

\



. Pasal 8
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (l\
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2018 sebagai berikut :

a. Arus Kas dari Aktivitas
Operasi Rp. t92.t3t.648.2o2,4g

b. Arus Kas dari Aktivitas
Investasi Rp. (229.499.025.502,82)

c. Arus Kas Dari Aktivitas
Pendanaan Rp.

d. Arus Kas dari Aktivitas
Transitoris Rp.

e. Saldo Kas Awal per 1

Januari 2018 Rp. 93.85 1.603.257,16
f. Koreksi SILPA Tahun Lalu Rp. (Q.5t2.g2g,62)
g. saldo akhir Kas Rp. 

-s6.4T 

s:T t4 .nz n
Terdiri dari :

1 Kas di Kas Daerah Rp. 23.564.949.752,08
2 Kas di Bendahara

Pengeluaran Rp. 92.254.716,00
3 Kas di Bendahara

Penerimaan Rp. g4.g2a_516,00
4 Kas di Kas BLU

Kabupaten Buleleng Rp. 5.g7g.2gg.574,83
5 Kas Dana Kapitasi JKN

Pada FKTP Rp. 22.:155.T36.236,S8
6 Kelebihan Transfer oleh

BUD Rp.
7 Saldo Kas Lainnya yang

di terima karena
penyelenggaraan
Pemerintah Rp. 4.5gg.g26.961,g8

8 Kas lainnya Rp. 347.4gg,g4

Pasal 9
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp. 2.275.404.4tg.122,Tg
b. Surplus/Defisit-LO Rp. g6.914.0 63.724,19c. Dampak Kumulatif

Perubahan
Kebijakan/Kesalahan
Mendasar Rp. \d. Koreksi Nilai persediaan Rp.



pasal 1 I
Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam
yang terdiri dari :

a" Lampiran I

1. Lampiran I.1

Selisih Revaluasi Aset
Tetap
Koreksi Ekuitas Tahun
Lalu

2. Lampiran I.2

3. Lampiran I.3

4. Lampiran I.4

Rp.

2.379 .O7 4 .229 .218, 1 1

sebagaimana dimaksud
Lampiran Peraturan ini,

e.

f.

Pasal I0
catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

b. Lampiran II

c. Lampiran III
d. Lampiran IV
e. Lampiran V
f. Lampiran VI
g. Lampiran VII
h. Lampiran VIII
i. Lampiran IX

Laporan Realisasi Anggaran;
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi;
Rincian laporan realisasi anggaran
menurut Urusan pemerintahan
Daerah, Organisasi, pendapatan,
Belanja dan pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program & Kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urLlsan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam rangka
pengelolaan keuangan negara;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;
Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;
Daftar Rekapitulasi piutang Daerah;

laftar Rekapitulasi penyisihan piutang
Tidak Tertagih;



j. Lampiran X

k. Lampiran XI

l. Lampiran XII

m. Lampiran XIII
n. Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XVI

Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

t. Lampiran XX

Rekapitulasi

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan
Penyisihan Dana Bergulir;
Daftar Penyertaan Modal (investasi)
Daerah;
Daftar

o.

p.

q.

r.

S.

Realisasi
Penambahan dan pengurangan Aset
Tetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daftar Rekapitulasi Kontmksi Dalam
Pengerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya:
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka pendek;
Daftar Kewajiban Jangka panjang;
Daftar Kegiatan-akegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik Daerah.

ayat (2)

milik
dalam

pasal 12
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2meliputi lkhtisar laporan keuangan badan usaha
daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum
lampiran VIII peraturan daerah ini.

pasal 13Penjabaran Pertanggungjawaban peraksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2otg sebagairincian lebih lanjut dari pertanggungiawaban-pelaksanaan ApBDditetapkan dengan peraturan Bupati.



. BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
- Fada'65ga1,22 Juli 2019

LELENG,

trv S SURADNYANA I.
Diundangkan di Singaraja.

IS DAEMH KABUPATEN BULELENG,

t1.., t.,,.,,:,,j'
-.:"::. l--,_;,'"'

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2O1g
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG,
PROVINSI BALI : (4 ,29 / 2OLgl

i !i1



I.AMPIRAN I PERATURAN DAEMH KABUPATEN BULELENG
NOMOR :4TAHUN2019
TANGGAL : 22 JUL| 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
I.,APOMN REALISASI ACBD

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 dAN 2O.,7

No Urut Uraian

Dalam Rupiah

Anggaran
2018

Reatisasi

2018
o/o Realisasi

2017
2 3 4 5 6

1. PENDAPATAN. LRA 2.157.381.9ss.782,03 2.052.836.000.659,1 I
95,15 2.200.1 13.,t90.033,97

1.1.

1.1 .1 .

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). LRA

Pendapatan Pajak Daerah - LRA

-

Ppnr'lr^eten O6i;h,,.i n6^-^L | -^

376.365.727.547,00

1 53.462.856,000,00

335.555.493.392,58

133.652.474,409,92

89,16

87,09

455.'t95.426.086,89

'1 24.234.062,680,881.1.2.

1.1.3. Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan

0aeEh vj[CDirt!e!!!! - LM
LainJain PAD Yang Sah - LM

21.51 1.1 13.000,00 1 9.056.986.034,00 88,59 1 7.076.083.898.00
1 5,750.000.000,00 13.029.559.420,24 82,73 14.'t41.579,593,58

299.r43Sgg914 /3
1.1.4.

185.64'1.758.547,00
1 69.81 6.473.528,42 91,48

1.2,

1.2.1.

121!1

1.2.1.02.

1.2.1.03.

I 
'z 

191
LLt.

1.2.2.X1

1 2293

1.2.3,

1.2.3.0'1,

t,ztgz
1.2.4.

PENDAPATAN TMNSFER. LRA

Pendapatan Transfer pemerintah pusat-Dana

Perimbangan - LM
Bagi Hasil Pajak - LM

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam _

LM

Dana Alokasi Umum (DAU) - LM
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah pusat - Lainnya
.LRA

Dana Otonomi Khusus - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

-!M

lgnorquJql geqi lqstr lalik tlM
l9lq9qulql 99gi 

h$l !9in!y?: LRA

Bantuan Keuangan - LM

't.688.422.631.235,03

1.270,1 28.889.000,00

33.01 9.1 71.000,00

943.027.000,00

965.435.235.000,00

zo,1sl,1so,qqogq

14'1.789.777.000,00

141:189:177:q0o,00

167.404.602.0t1 03'l
I

I

167.404.602011,m 
I-t
I

109.099.363.224,00 I

1.623.967.447.866,40

1.245.134.579.773,00

27.865.1 78.444,00

701.234.591,00

965.435.235.000,00

?51 1q? 
eq1 7g8 gg

'141.789.777.000,00

'141 789 777 000 g0

1 62.1 84.905.1 20,00

'!q2 
1q4 gg! 

120 
06

.-..
74.858.1 85.973,40

96,1E

98,03

84,39

ti,ja

r09,00

9?,i9
t00,00

100,00

9634

96 88

68,61

1.725.693.033.947,08

1 .31 3.9'l 5.837.606,00

iz.loz.ooo.oi i po

szs.stz,.tzt nin

965.435.235.000,00

lio.ssz.so+.+oa,oo

io'i.rgi.ibz.boopo

t or.i g:.zsz.ooo,oo

1 63.566.162.328J9

i +a.nos.og+.oo+Js

i s.r sz.ooi.oos-so

at.nti.tet ..012.4s

1.3.

132

1.3.3.

LAIN.I.AIN PENDAPATAN DAEMH YANG SAH.
LRA

l:l9qpllql liolt: LM
Dana Darurat - LRA

Pendapatan Lainnya - LM

92.593.600.000,00

s?:5s3:q00rqqor0q

93.313.059.400,13

s1 
107.3!g 199,13

.. . :.
5.700.000,00

100,78

tg917

2. BEl.ANJA 1.987.552.224.339,19 1.820.6s6.534.733,95
9i,90 1.849.954.981.278.27

2,1,

?1..1.

2.1.2.

?t.r.
2.1.6.

2.11.

2.1.4.

BELANJA OPEMSI

.P:tllr...lqq'yq.. . ".
P9r9ta qlrgry 99t l9:9
|:trlj, ?{s.u

!9l.nj.9gblqi

?flr,..li!?!
Bantuan Soslal

,|.748.837.,133.833,37

. .8.69:13!:7.4:10.6:!g

7s9:?61:965:!61,9s

.:
. ,:

e9r16,6:q5g:q61rq1

33.069,369.500,00

,|.622.346.376.1 
31,63

q16 ?q1.19q,?9q,9!

9q19g1.iqoM,91

..'...,.',..

.-.,.','-
ry,!qq991.91?,84

6.649.937.750,00

92,77

91,6.s

99ry

9?,!'l
20,11

1.549.917.227.786,3s

81 3.487.1 14.96s,60

. 
63i 

99s 
o!s:zo,z6

103.085.71 0.3s0,00

s.bss.:iz.2oa,oo
2.2,

2,2.1.

?:2'?'
2.2.3.

?:2'a'
2.2.5.

BEI.ANJA Ii4ODAL

99r91a.y999rT.a19!

P€laJ'Ja Yodal Peratilal qa.n Mesil

P9r3t3 Y{9r.9{,,t9.d.al q1n9yt9t

9gtpLYgqt.lflgr lri.sgi.qan,1a,nn99n
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

237.585.806.18 0,76

.9:w,53.7:!90:gg
64:661:q6,6:109q1

,39:?:9s.1:17i!9

.eg:1.7e:?7.a:g8ggg

27.584.336.421,89

204.310.,t s8.602,32

6 
911.19'L t!9,99

q1.9f.111.99?,1?

I.91e.{q.??9,91
87.1?2..41.4.999,?9

23.680.356.423,1 I

85,99

99,.s9

91,!?

. 99,.49

. 99,.s9

8518s

295.220.710.245,92

9t? ?99.699,09
7s.804.456.249,01

ls.i si.bza.sgs,oo

i4o.7oi.lo4Jnio

iz.zos.zgi sbs,er

2.3. BELANJA TAK TERDUGA 1.129.284.325,06

4.817.043.246,00

d



No Urut Uraian

Dalam Rupiah

Anggaran

2018
Realisasi

2018
o/o Realisasi

2017I 2

Belanja Tak Terduga

TRANSFER

t.5.I
4 5 6

3

1.1 29.284.325,06

237.889.338.200,00

1?rr?Jr6S00p0

237.820.842.s24,99
99,97 272.166,876.712,943.1.

3.1.1 .

1.2

3.1.3.

TMNSFER BAGI HASIL PENDAPATAN

TransferBagi Hasil pajak Daerah

Transfer Bagi Hasil pendapatan Lainnya

Belanja Transfer Bagi Hasil pajak Daerah

Kepada Pemerintahan Desa

17.297.396.900,00

..
.'.....-.

1 5.146.285.600,00

16.400.000.000,00

3.1.4. Belanja Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah
(.epadaPemerintah Kabupaten/Kota

3.1.5. Belanja Transfer Bagi Hasil Retrjbusi Daerah

Kepada Pemerintahan Desa

2.151.1'1 ,1.300.00
2.1 51.1 1 1.300,00 t00,00 2.050.000.000,00

3.1.6. Belania Transfer BaOi Hasil Penrtanaran

3.2.

3.2,1.

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN

Transfer Bantuan Keuangan ke pemerintah

Daerah I ainnva

Tra.nsfelB.a!!ual Kgu.angl 
.k9 

D3sa

Ir.anIT Balrlua.n K9*g.l 
!?,nnyu

Transfer Dana Otonomi Khusus

220.s91.941.300,00

3.51 5.220.000,00

220.s23.44s.624,99

3.496.724.324,99

99,97

99,47

255.766.876.712,94

34.491.310.712,s4

3:22

3:23.

3.2.4.

?16 912 ?91 109 gg

954.520.000,00

JUMLAH BELANJA DAN TRqNSFER 1b2.539,19 2.064.477.377,2s8,94
92,77 2.122.121.857.991,21

SURPLUS(DEFISIT}-LRA (68.0s9.603.757,16) (1 1.641.376.s99,83)
17,10 77.991.332.012.76

4, PEMBIAYMN ,1F 1'l 9.569.090.827,54
9f|,94 31.256.271.7'14,40

4.1.

!11.
+. t.t.

ql.e.

4.1.4.

t,',1
4.1.6.

!.1.1.
4.1.8.

PENERIMMN PEMBIAYMN

leryqunag!si!!4
Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

9iPLsa.h,keq.

l,.,lr?l99r.ar f9991. . .
Penerimaan Kembali piutano

Penerimaan Kembali lnvestasi Non permanen

Lainnva

finiTql l-Ylnese
Penerimaan Ulang Jangka panianq Lainnva

,J.uct.buJ. /5/,1 6

93.851.603.757,1 6

93.843.090.827,54

93.843.090.827,54

4.2.

4.2.1.

4,2'?'

4,2'?

4,2'!'

!:2'?'

1,2'9
4.2.7.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembentukan Dana Cadanoan.: - -

l.lygrt3..l !l{rullvestasi 
pemerintah Daerah

l9T!9y"9!.P9.k9! lnlgm?1 Dald Nese!

lryu.lql ll.iqTg! p99'.h

l9p_el!ry! llr:ll1ri Non permanen Lainnya

f9T!9y9,T .P..'k9! 11ry911 iyal ryeoen
Pembayaran Utaflg Jangka panjano Lainnya

25.792.000.000,00 25,725.000.000,00

25.726.000.000,00

,l0.698.000.000,00

PEMBIAYMN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYMII ANGGAMN (SILPA}

68.059.603.757,1 6 96157:9-0,!-2I'q roo]oh 15.860.271.714,40

ii({524JIf:71{37'71 93.851.603.757,16

ANA L


